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KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
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KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 

KOTA BANDA ACEH 

NOMOR 107 TAHUN 2023 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN                          

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH    

 

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 

tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum, maka dipandang perlu membentuk Unit Pengendalian 

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota 

Banda Aceh; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Komisi 

Independen Pemilihan Kota Banda Aceh; 

 
Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang   Nomor    31    Tahun    1999    tentang 

Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi   sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor   134,   

Tambahan   Lembaran   Negara   Republik Indonesia Nomor 

4150);    

  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 

tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan 
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Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1695); 

  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 786); 

  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1236); 

  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 323/HK.03-

Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan 

Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH 

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI 

LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH     
 
KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di 

Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini 

KEDUA :  Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan Kota 

Banda Aceh sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai 

tugas dan wewenang meliputi:       

a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, 

laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dalam 

wilayah kerja Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh; 

b. menyampaikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan 

laporan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan 

Korupsi melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
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untuk dilakukan analisis dan penetapan status gratifikasi oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi; 

c. menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan 

gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui 

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum; 

d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan diseminasi aturan 

gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal dalam wilayah kerja 

Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh; 

e. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum apabila terjadi 

pelanggaran terkait gratifikasi oleh setiap jajaran Komisi 

Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dan melaporkan hasil 

penanganan pelaporan gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum;  

f. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan 

tembusan kepada UPG KIP Aceh tentang 

perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi 

dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KIP Kota Banda 

Aceh, PPK, PPS dan KPPS; dan 

f. menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh 

setiap pelapor. 

KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan Kota 

Banda Aceh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 

sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertanggung jawab dan 

menyampaikan laporan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan 

Kota Banda Aceh.         

KEEMPAT  :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 Ditetapkan di Banda Aceh 

 pada tanggal  7 September 2023 

 KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN                                                                                   

KOTA BANDA ACEH, 

                                          Ttd.  

YUSRI RAZALI 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  

KOTA BANDA ACEH 

Kasubbag. Hukum dan SDM, 

 

 

              Laila Qadri 
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LAMPIRAN    

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN    

KOTA BANDA ACEH 

NOMOR 7 TAHUN 2023  

TENTANG  

   PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 

KOTA BANDA ACEH 

 

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI                                                          

DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH 

 

NO. NAMA JABATAN JABATAN 

DALAM SATGAS 

(1) (2)  (4) 

1. Yusri Razali, S.Pd.I Ketua KIP Pengarah 

2. Hasbullah, M. Pd Anggota KIP Pengarah  

3. Saiful Haris, S.T., M.M Anggota KIP Pengarah 

4. Rachmad Hidayat, S.Sos., M.Si Anggota KIP Pengarah 

5. Muhammad Zar, SE Anggota KIP Pengarah 

6. Erminzal, SH Sekretaris Ketua  

7. Laila Qadri, SH., MH Kasubbag. Hukum dan SDM Sekretaris 

8. Nanda Ermanda, SE.,M.Si 

Kasubbag Teknis 

Penyelenggaraan Pemilu, 

Partisipasi dan Hubungan 

Masyarakat 

Anggota 

9. Vera Sisca HS, S.Sos., M.Si 
Kasubbag Perencanaan, Data 

dan Informasi 
Anggota 

10. Muhammad Ali, SE 
Kasubbag Keuangan, Umum 

dan Logistik 
Anggota 

 

 Ditetapkan di Banda Aceh 

 pada tanggal  7 September  2023 

 KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN                                                                                   

KOTA BANDA ACEH, 

                                          Ttd. 

YUSRI RAZALI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  

KOTA BANDA ACEH 

Kasubbag. Hukum dan SDM, 

 

 

              Laila Qadri 


